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PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Demak, Komplek Perkantoran, Cangakan, Karanganyar 57712
Telp. (0271) 495038 Fax. (0271) 494835
Website : kesbangpol.karanganyarkab.go.id 



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR 
NOMOR       040   /   025       TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR,
	Menimbang
	:
	a. bahwa guna membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
b. bahwa guna melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, pengolahan dan menyediaan  informasi dan dokumentasi dilingkup penguasaannya sehingga  menjadi bahan informasi publik;
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar.

	Mengingat
	:
	1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja  (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan dan Informasi;
14. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/263 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.
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Menunjuk nama-nama dalam keputusan ini sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini ;
Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, terdiri dari :
a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
c. Bidang Penyedia Informasi;
d. Bidang Pelaporan dan Pelayanan Umum;
e. Bidang Pengolahan Data;
f. Bidang Arsip dan Dokumentasi ;
g. Petugas Admin ;
Tugas dari Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi adalah sebagai berikut :
a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu :
· memberikan perintah kepada semua jajaran dilingkup penguasaanya untuk memberikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi, dan Dokumentasi Pembantu ;
· memberikan persetujuan atas klasifikasi informasi dan dokumentasi ;
· memberikan persetujuan dan legalisasi terhadap semua pengiriman informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama, baik untuk  pelaporan rutin/berkala, perubahan, penyelesaian sengketa dan uji publik ;
· melaksanakan pengawasan, evaluasi dan penyelesaian masalah terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi pada lingkup penguasaannya;
b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu :
· melaporan kepada PPID Utama secara berkala dan apabila ada perubahan, setelah mendapatkan persetujuan dari Atasan PPID Pembantu.
· menghimpun informasi dan dokumentasi yang diperlukan dari bidang ;
· melakukan koordinasi antar bidang apabila terjadi kesulitan dalam penyediaan informasi dan dokumentasi;
· melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan tugasnya;
· melaporkan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi Pembantu terhadap setiap perubahan informasi dan dokumentasi serta hasil evaluasi.
c. Bidang Penyedia Informasi :
· menyediakan informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup tugasnya;
· memberikan penjelasan untuk informasi dan dokumentasi;
· menolak memberikan informasi dan dokumentasi, yang dirasa belum layak untuk dipublikasikan ;
d. Bidang Pelayanan Umum dan Pelaporan :
· melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
· menolak memberikan informasi yang belum layak untuk di informasikan dan bukan dalam penguasaannya ;
· melaporkan setiap perubahan informasi dan dokumentasi kepada PPID Pembantu untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPID Utama setelah mendapatkan persetujuan dari Atasan PPID Pembantu;
e. Bidang Pengolahan Data :
· melakukan inventarisasi informasi dan dokumentasi;
· melakukan klasifikasi informasi dan dokumentasi sehingga tersedia informasi wajib, berkala, serta merta dan yang dikecualikan;
· melakukan pemutakiran informasi dan dokumentasi yang selanjutnya dilaporkan kepada bidang pelayanan umum, dan pelaporan;
f. Bidang Arsip dan Dokumentasi :
· melaksanakan penyimpanan dan memeliharan informasi dan dokumentasi Publik. 
g. Petugas Admin :
· melaksanakan upload dokument yang telah mendapatkan persetujuan dari Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. 
Setiap permintaan informasi harus sudah memenuhi persyaratan sebagai mana tercantum dalam Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
Biaya yang ditimbul dengan ditetapkan keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, diadaan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan  di  Karanganyar
Pada tanggal   22  Januari 2020
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
KABUPATEN KARANGANYAR


AGUS CIPTO WALUYO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR     040     /     025     /2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARANGANYAR

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR
	No
	Nama
	Jabatan Dalam Dinas
	Jabatan Dalam Tim

	1.
	Agus Cipto Waluyo, S.H., M.T.
	Kepala Badan
	Atasan PPID Pembantu

	2.
	Tyas Ngambar Widyowati, S.H.
	Sekretaris 
	PPID Pembantu

	3.
	Drs. Joko Trikorano, M.T.
	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
	Bidang Penyedia Informasi

	4.
	Agus Kandiawan, S.H., M.M.
	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
	

	5.
	Lilik Anugraheni, S.H., M.M.
	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama
	

	6.
	Erwin Indro Tjahyono, S.E., M.M.
	Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan
	

	7.
	Janto Ari Kuncoro, S.H., M.M.
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Bidang Pelayanan Umum & Pelaporan

	8.
	Henrizal Kharisma Arif, S.Kom.
	Analis Data dan Informasi
	Bidang Pengolahan Data

	9.

	Sulistyaningsih, S.Sos.
	Pengelola Sarana dan Prasarana
	Bidang Arsip dan Dokumentasi

	10.
	Pracoyo Budi Utomo, A.Md.Kom.
	Pranata Komputer 
	Admin PPID



KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
KABUPATEN KARANGANYAR


       AGUS CIPTO WALUYO






























LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                             KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR    040  /    025       /2020 
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARANGANYAR



FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR

	1
	Nama Pemohon
	


	2
	Identitas (KTP/SIM/Paspor)
	

	3
	Informasi/Dokument yang dibutuhkan 
	
.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................


	4
	Informasi/dokument tersebut digunakan untuk 
	
.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................


	5
	Jumlah dana untuk penggandaan 
	Rp. 

(.............................................................................
.............................................................................)

	6
	Permohonan informasi ditolak/diterima dengan alasan 
	
.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

	7
	Permohonan waktu untuk penyediaan informasi 
	



                                                               Karanganyar, .........................20....

                   Petugas                                                            Pemohon



               (                   )                                                     (                   )






















LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                             KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR    040  /    025       /2020 
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARANGANYAR

	[image: https://pelangidigitalprinting.files.wordpress.com/2013/02/logo-kabupaten-karanganyar.jpg]




PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGANYAR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PPID PEMBANTU
	Nomor SOP
	040/025.01/2020

	
	Tanggal Pembuatan
	15 Maret 2018

	
	Tanggal Revisi
	-

	
	Tanggal Efektif
	15 Maret 2018

	
	Disahkan Oleh




	Atasan Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pembantu



AGUS CIPTO WALUYO

	
	Nama SOP
	PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



	DasarHukum:
	Kualifikasi Pelaksana:

	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
	

	1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
	

	2. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara        Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
	

	3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengelolaan Pelayanan dan Informasi;

	

	KETERKAITAN:
	PERALATAN PELAKSANA:

	PPID Utama;

	Website Dinas; dokumentasi dan informasi;Perangkat computer; Alat tulis kantor.

	PERINGATAN:
	PENCATATAN & PENDAFTARAN:

	Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan: 
Permintaan informasi dan dokumentasi tidak bisa dilayani;

	1. Mengumpulkan dokumen dan informasi dari DPA, Daftar Kepegawaian dan pihak ke-3 yang terkait dengan kegiatan Dinas ;
2. Membuat konsep Daftar Informasi Publik;
3. Meminta persetujuan kepada Atasan Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pembantu.







































	[image: https://pelangidigitalprinting.files.wordpress.com/2013/02/logo-kabupaten-karanganyar.jpg]PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGANYAR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PPID PEMBANTU
	Nomor SOP
	040/025.02/2020

	
	Tanggal Pembuatan
	15 Maret 2018

	
	Tanggal Revisi
	-

	
	Tanggal Efektif
	15 Maret 2018

	
	Disahkan Oleh




	Atasan Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pembantu


AGUS CIPTO WALUYO, S.H, M.T
NIP. 19610822 198903 1 006

	
	Nama SOP
	PERMOHONAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



	DasarHukum:
	KualifikasiPelaksana:

	4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272); 
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengelolaan Pelayanan dan Informasi;

	 

	KETERKAITAN:
	PERALATAN PELAKSANA:

	PPID Utama;

	1. Website Dinas, Formulir permohonan, Kwitansi, Perangkat computer, Alat tulis kantor.

	PERINGATAN:
	PENCATATAN & PENDAFTARAN:

	Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan: 
Permintaan informasi dan dokumentasi tidak bias dilayani;

	1. Memberikan identitas kepada petugas;
2. Mengisi formulir  permohonan informasi secara lengkap
3. Menyerah kandanasebagaipenggantipenggandaandokumen yang dibutuhkan.
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KARANGANYAR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PPID PEMBANTU
	Nomor SOP
	040/025.03/2020

	
	Tanggal Pembuatan
	15 Maret 2018

	
	Tanggal Revisi
	

	
	Tanggal Efektif
	15 Maret 2018

	
	Disahkan Oleh




	Atasan Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pembantu



                    AGUS CIPTO WALUYO


	
	Nama SOP
	UJI KONSEKUENSI  INFORMASI PUBLIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 



	Dasar Hukum:
	Kualifikasi Pelaksana:

	2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
	






	3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
	

	4) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara        Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
	

	5) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengelolaan Pelayanan dan Informasi;


	

	
KETERKAITAN:
	
PERALATAN PELAKSANA:

	PPID Utama;

	Website Dinas,dokumentasi dan informasi, Perangkat Komputer, Alat tulis kantor,

	PERINGATAN:
	PENCATATAN & PENDAFTARAN:

	Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan: 
Dimungkinkan ada gugatan terkait dokumentasi dan informasi.

	1. Mengumpulkan seluruh dokumentasi dan informasi dari bidang penyedia dokumentasi dan informasi;
2. Mengklasifikasikan dokumentasi dan informasi ;
3. Meminta persetujuan dari Atasan PPID Pembantu ;
4. Mengirim semua dokumentasi dan informasi kepada PPID Utama untuk dilakkukan uji konsekuensi publik.











































	[image: https://pelangidigitalprinting.files.wordpress.com/2013/02/logo-kabupaten-karanganyar.jpg]PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGANYAR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
PPID PEMBANTU
	Nomor SOP
	040/025.04/2020

	
	TanggalPembuatan
	15 Maret 2018

	
	TanggalRevisi
	-

	
	TanggalEfektif
	15 Maret 2018

	
	DisahkanOleh




	Atasan Pejabat Penyedia  Informasi dan Dokumentasi Pembantu



                    AGUS CIPTO WALUYO

	
	Nama SOP
	PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



	DasarHukum:
	KualifikasiPelaksana:

	6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
	

	7) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
	

	8) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara        Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
	

	9) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengelolaan Pelayanan dan Informasi;

	

	KETERKAITAN:
	PERALATAN PELAKSANA:

	PPID Utama;

	Website Dinas,dokumentasi dan informasi,,Perangkat computer, form keberatan dari Pemohon,Alattuliskantor,

	PERINGATAN:
	PENCATATAN & PENDAFTARAN:

	Jika SOP initidakdilaksanakanmakaakan: 
Tidak ada penyelesaian atas keberatan pemohon.

	1. Pengajuan keberatan atas suatu dokumentasi dan informasi;
2. Meneliti dokumen dan informasi yang dimaksud oleh pemohon ;
3. Jika tidak masuk dalam informasi yang dikecualikan dan tidak masuk dalam dokumen dan informasi yang dikecualikan, permohonan dokumen dan informasi bisa dilayani demikian sebaliknya ;
4. Apabila pemohon keberatan, PPID Pembantu membuat surat kepada PPID Utama dengan sepengetahuan Atasan PPID Pembantu.
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PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGANYAR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

PPID PEMBANTU
	Nomor SOP
	040/025.05/2020

	
	Tanggal Pembuatan
	15 Maret 2020

	
	Tanggal Revisi
	-

	
	Tanggal Efektif
	15 Maret 2020

	
	Disahkan Oleh




	Atasan Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pembantu



                    AGUS CIPTO WALUYO



	
	Nama SOP
	FASILITASI SENGKETA INFORMASI 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 




	Dasar Hukum:
	Kualifikasi Pelaksana:

	10) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
	







	11) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
	

	12) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara        Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
	

	13) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengelolaan Pelayanan dan Informasi;


	

	
KETERKAITAN:
	
PERALATAN PELAKSANA:

	PPID Utama;

	Website Dinas, Dokumentasi dan informasi, Perangkat Komputer, Alat tulis kantor

	PERINGATAN:
	PENCATATAN & PENDAFTARAN:

	Jika SOP ini tidak  dilaksanakan  maka akan: 
Dimungkinkan ada gugatan terkait dokumentasi dan informasi.

	1. Menerima aduan terkait gugatan dokumentasi dan informasi;
2. Membuat laporan kepada Atasan PPID Pembantu(lisan atau tertulis);
3. membuat laporan kepada PPID Utama mengetahui Atasan PPID Pembantu ;
4. Mengirim gugatan kepada PPID Utama untuk mendapatkan fasilitasi sengketa terkait dokumentasi dan informasi publik.
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PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Demak, KomplekPerkantoran, Cangakan, Karanganyar 57712
Telp. (0271) 495038 Fax. (0271) 494835
Website : kesbangpol.karanganyarkab.go.id 



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR 
NOMOR   040 / 026       TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR,
	Menimbang
	:
	a. bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 12 huruf g Peraturan Bupati Karanganyar nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar perlu menetapkan Pengklasifikasikan Informasi Publik dalam bentuk Daftar informasi Publik;
b. bahwa penetapan Daftar Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.

	Mengingat

	:
	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan  atas Peraturan Daerah KabupatenKaranganyarNomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja  (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 111);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);





MEMUTUSKAN:
	Menetapakan
	:
	

	KESATU

KEDUA




KETIGA



	:

:




:
	Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020.
Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam lampiran keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal   22     Januari 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
KABUPATEN KARANGANYAR



AGUS CIPTO WALUYO
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